SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

a. bahwa untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati tahun 2024 yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran dan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam
pembangunan dibidang politik yang bersifat strategis
dan berskala besar, Pemerintah Kabupaten Ciamis
menganggap perlu melakukan penyisihan dana untuk

membentuk dana cadangan;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal
80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Ciamis Tahun 2024,
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bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Ciamis 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. ”Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan
Kegiatan Pemillihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 616);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 87 Tahun 2020);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun
2022 tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Ciamis Nomor 102).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2.

10.

11.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Ciamis.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Ciamis untuk periode Tahun 2024-2029.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu
adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja Pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.
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BAB II
TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 2
Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat
dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

Pasal 3
Pembentukan Dana Cadangan merupakan upaya penganggaran pendanaan
program penyelenggaraan pemerintahan dengan agenda kegiatan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB III
BESARAN DANA CADANGAN
Pasal 4

(1) Jumlah Dana Cadangan guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

(2) Rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer
ke rekening Dana Cadangan ditetapkan pada saat penetapan APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

(3) Kekurangan dana untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5
Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali
dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang
penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENEMPATAN DANA CADANGAN
Pasal 6
Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada
Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Pembentukan
Dana Cadangan.

Pasal 7

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan
berupa deposito pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penerimaan hasil bunga rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam
portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
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(4) Penggunaan atas Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Operasi,
Jenis Belanja Hibah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 8

(1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah jumlah
dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercukupi.

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan
Daerah.

(2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan
Daerah.

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan
ke rekening kas umum daerah.

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejumlah seluruh
Dana Cadangan dan bunga Dana Cadangan tersebut.

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan

surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 10
Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai
dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka apabila masih
terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 11
Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 Desember 2022
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H.HERDIAT SUNARYA
Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 21 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd
H. TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (14/264/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat
membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Guna membiayai
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis diperlukan dana yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, untuk itu perlu membentuk dana
cadangan. Besaran dana cadangan yang direncanakan = sebesar
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Penggunaan dana
cadangan akan dilakukan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
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Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 111



